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Abstract

The rise of cases of sexual abuse in Indonesia makes some parents worry
about their child's development in the future. In general, many of the
findings of this obscenity occurin minors. With the rampant abuse, there will
also be more victims who will have the potential to do the same thing at a
later time. Sexual violence is any act that denigrates, insults, harasses
and/or attacks a person's body and/or reproductive function, due to unequal
power relations and/or gender, which.results in or can result in
psychological and/or physical suffering including those that interfere with a
person's reproductive health and lost the opportunity to carry out education
safely and optimally. The criminal act of obscenity is a type of crime that has
a very bad impact, especially on the victim, because obscenity violates
human rights and can damage human dignity, especially to the soul, mind
and offspring. Islam considers adultery not only as a grave sin but also as an
act that will open the gates to various other shameful acts, will destroy the
foundation of a very basic family, will result in many disputes and killings,
undermine good name and wealth, and spread a number of disease both
physically and spiritually. The research method used is Normative Juridical
Research. The research results obtained, namely: 1). Comparison of Obscene
Acts in Indonesian Criminal Law and Islamic Criminal Law, 2) Legal
Sanctions for Obscene Crimes in Islamic Law are Appropriately Used in
Indonesian Criminal Law. Based on the research results it is suggested: Be
more active and effective in giving sanctions or a deterrent effect to the
perpetrators of obscene acts so that in the future the perpetrators do not
repeat the same crime.

Keyword: Obscene Acts, Indonesian Criminal Law, Islamic Criminal Law.
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Abstrak

Maraknya kasus pencabulan di Indonesia membuat sebagaian orang tua
khawatir terhadap perkembangan anaknya di kemudian hari. Pada
umumnya banyak temuan pencabulan ini terjadi pada anak dibawah
umur. Dengan maraknya pencabulan ini maka akan semakin banyak juga
korban yang mana akan berpontensi akan melakukanhal yang di lain
waktu. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan,
menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi
reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender,
yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik
termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang
kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Tindak
pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana yang berdampak sangat
buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak
asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya
terhadap jiwa, akal dan keturunan. Islam menganggap zina bukan hanya
sebagai suatu dosa yang besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang
akan membuka gerbang berbagai perbuatan yang memalukan lainnya,
akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan
mengakibatkan terjadinya banyak '‘perselisihan dan pembunuhan,
meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta-menyebarluaskan sejumlah
penyakit baik jasmani maupun rohani. Metode penelitian yang digunakan
adalah Penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian diperoleh, yaitu :1).
Perbandingan Tindak -Pidana Perbuatan Cabul Pada Hukum Pidana
Indonesia Dan Hukum Pidana Islam, 2} Sanski Hukum Tindak Pidana
Cabul Dalam Hukum Islam Sesuai Digunakan Dalam Hukum Pidana
Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian disarankan: Lebih aktif dan efektif
lagi dalam pemberian sanski atau efek jera. kepada pelaku kejahatan
tindak pidana perbuatan cabul ragar. dikemudian hari si pelaku tidak
mengulangi kejahatan yang sama.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbuatan cabul, Hukum Pidana Indonesia,
Hukum Pidana Islam

Pendahuluan

Di Indonesia sekarang sering terdengar terjadinya kekerasan seksual. Kasus
kekerasan seksual semakin marak akhir-akhir ini, data Komnas Perempuan
menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat terus setiap
tahunnya(Prianter, 2015). Hal ini membuktikan masih lemahnya perlindungan
hukum dalam kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan hukum
terkait kekerasan seksual sebenarnya sudah ada, namun secara substansi ternyata
masih memiliki banyak kekurangan sehingga dianggap belum bisa menanggulangi
kekerasan seksual selama ini. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan
merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau
fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender,
yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk
yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan
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melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Kekerasan seksual adalah
setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang
tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa
dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau
fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang
kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana
terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum
pidana materil mengatur tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman,
siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap
orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang,
sedangkan hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan yang mengandung
cara-caranegara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman(Ishaq.H,
2015).

Selain hukum pidana yang biasa kita kenal ada juga sebutan hukum pidana
islam. Berbeda dengan hukum positif, hukum Islam tidak membedakan dengan
tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Ini disebabkan karena
menurut sistem hukum Islam, pada hukum perdata terdapat segi segi publik dan
pada hukum publik ada segi segi perdatanya. Itulah sebabnya maka dalam hukum
islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Dalam Hukum pidana islam,
hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana).
Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi-bahwa Jarimah adalah suatu
perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang diancam.oleh Allah dengan hukuman
Had atau Ta’zir(Lubis Zulkarnain, 2016).

Hukum pidana islam disini hanya dipergunakan di daerah-daerah tertentu
yangmana daerah tersebut sangat kental dengan hukum islam seperti Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam. Hukum Pidana Islam (Figh Jinayah) adalah segala
ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan
oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil
dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan
hadis(Angrayni Lysa, 2015). Hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi
kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan
pelanggaran.

Dalam islam pengaturan tentang perbuatan cabul bisa disebut dengan zina.
[slam sangat membenci zina tersbut. Kata “zina” ini dikenakan baik terhadap
seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap
zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang besar melaikan juga sebagai suatu
tindakan yang yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan yang memalukan
lainnya, akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan
mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan
nama baik dan kekayaan, serta menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani
maupun rohani. Bahaya dari perzinaan antara lain menyebabkan penyebaran
penyakit yang berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa
cemburu), merusak rumah tangga, menyia-nyiakan keturunan, menipu keluarga,
menimbulkan kejahatan lainnya(Santoso Topo, 2016). Zina menurut Abdul Hasan,
artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan
perempuan dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat.
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Adapun menurut ulama figh zina adalah memasukkan zakar kedalam farji yang
haram dengan tidak subhat. Seperti dalam hadist ini : ) o

1o Ge Tl A1 A2 L) (f g0 ealall &5 (Jaall Qi y < Saad) 5edany O30
Artinya: “Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan
kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang
berzina secara terang-terangan” (HR. Bukhari dan Muslim)(Mujieb Abdul M, 2002)

Pelecehan seksual merupakan salah satu isu tentang hak asasi manusia,
yang mana membutuhkan perhatian dari dunia nasional maupun internasional.
Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Pelecehan
sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya. Pelecehan pada
umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu
kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu hal yang sangat
menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang
sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai
yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika
dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki
pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai,
dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki.

Pemahaman tentang tindak pidana perbuatan cabul ini termasuk ke dalam
jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual/”R. Soesilo juga mendefinisikan
perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang- melanggar kesusilaan atau
kesopanan, atau dapat pula-merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam
lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan,
meraba buah dada, dan sebagainya(Soesilo.R, 1996). Sedangkan menurut Simons,
cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang
dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara
yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan(Laminang
P. A.F, 1984)

Didalam KUHP pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual
diidentikkan dengan perbuatan cabul yang diatur dalam pasal 289 KUHP yang
berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan
kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefenisikan sebagai segala perbuatan
yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang
ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-
undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi di
atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan
seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan
sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-
undangan lainnya. Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan
ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai
berikut:
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Pelecehan seksual nonfisik;

Pelecehan seksual fisik;

Pemaksaan kontrasepsi;

Pemaksaan sterilisasi;

Pemaksaan perkawinan;

Penyiksaan seksual;

Eksploitasi seksual;

Perbudakan seksual; dan

Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat
dalam, yaitu:

a) Perkosaan;

b) Perbuatan cabul;

c) Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau

eksploitasi seksual terhadap anak;

d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak

Korban;

e) pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit

memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

f) pemaksaan pelacuran;

g) tindak pidana perdagangan orang ‘yang ditujukan untuk eksploitasi

seksual;

h) kekerasan seksual-dalam lingkup rumah tangga;

i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan

Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatas, di atur dengan
tegas dan jelas dengan tujuan:

1) untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;

2) untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;

3) untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

4) untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan

5) untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Hukum Islam belum menjelaskan sanksi untuk memidanakan pelaku
pelecehan seksual, apakah ta’zir, had, seperti hukuman pada perbuatan zina,
karena belum dijelaskan secara terperinci dalam nash. Oleh karena itu bagi pelaku
pelecehan seksual akan dikenakan hukuman ta’zir. Bentuk hukuman ta’zir ini akan
diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan suatu
perkara. Pada dasarnya, kekerasan seksual tidak diatur oleh Al-Quran, Al-Hadits,
atau jarimah hadd, maka jarimah tersebut dianggap sebagai jarimah ta'zir menurut
hukum Islam.

Dengan demikian, maka proses rekonstruksi terhadap kasus tersebut dapat
menemukan fakta-fakta untuk memperjelas kasus tersebut. Maka penulis
berinisiatif untuk membahas bagaimana rekonstruksi dapat memperjelas suatu
tindak pidana. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat topik ini yaitu:

O ONU AW
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PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM..

Literature Review

Dalam hal ini ada beberapa literature atau karya tulis yang pembahasannya
hampir sama dengan jurnal ini, sebagai berikut:

1. Penulis : Rini Pratiwi, Judul : Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidan perbuatan cabul sesama jenis (homoseksual) dalam
pembaharuan hukum pidana, Tesis [Imu Hukum Juli 2022

2. Penulis : Muhammad Hanif Qori, Judul : Sanski tindak pidana
pencabulan terhadap penghuni kost perspektif hukum pidana islam
Analisis putusan No: 1759/Pid.B/2018/PN Plg, Tesis Hukum Desember
2022

3. Penulis : Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta dkk, Judul : Tinjauan
yuridis tindak pidan pencabulan terhadp anak, Jurnal Analogi Hukum
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2021

4. Penulis : Bintang Choerunisa, Judul : Analisis pasal 81 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2016 tentang
Sanski Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak dibawah Umur
Perspektif Hukum Pidana Islam, Tesis Hukum Oktober 2022

Berdasarkan literature review di atas, bahwa perbuatan cabul itu termasuk

dalam tindak pidana kekerasan seksual serta pengaturannya bukan hanya diatur
dalam hukum positif Indonesia tetapi juga diatur dalam hukum pidana islam. Akan
tetapi untuk pengaturan hukum pidana islam hanya di khususkan untuk daerah
Nanggroe Aceh Darussalam. Penerapan hukum pidana islam atau hukum islam di
daerah Aceh tersebut merujuk kepada kemauan masyarakat Aceh itu sendiri serta
dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Syari’at Islam yang kemudian didukung dari beberapa perang lembaga di Aceh,
yakni Dinas Syari'at Sllam Mahkamah Syari’at Walaytul Hisbah pejabat yang
berwenang majelis Pemusyawarahan Ulama, dan Instrumen Hukum berupa
Qanun..

Metodologi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, jenis penelitian yang
digunakan dalam penulisan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum
normatif (normatif law research) yaitu penelitian hokum yang mengkaji hukum
yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan
menjadi acuan prilaku setiap orang.

Perbandingan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Pada Hukum Pidana
Indonesia Dan Hukum Pidana Islam

a. Tindak Pidana Perbuatan Cabul dari Hukum Pidana Indonesia
Kekerasan Tindak pidana pencabulan sejenis tidak saja merampas
harga diri seseorang, tetapi juga mencerminkan bagaimana sikap dari seorang
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manusia yang sangat tidak beriman dan tidak menghargai manusia yang lain.
Dan hal ini sangat memilukan, apalagi bagi kaum wanita. Berbagai tindakan
dan tingkah laku manusia sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan
kodratnya sebagai manusia namun kadangkala tetap saja ada manusia yang
keluar dari kodratnya tersebut sehingga menimbulkan dampak yang sangat
fatal dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat. Sejalan dengan
perkembangan ilmu hukum saat ini, ternyata tindakan asusila juga mengalami
perkembangan sehingga menimbulkan berbagai macam tindak pidana melalui
perbuatan tersebut. Manusia memerlukan ketertiban dan keteraturan di
dalam masyarakat. Ketertiban dan keteraturan, diwujudkan dalam perilaku
manusia, sehingga diperlukan sejumlah peraturan perilaku. Peraturan-
peraturan perilaku itu disebut hukum, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan
oleh otoritas publik. Tindak pidana pencabulan adalah jenis tindak pidana
yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan
akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat
kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan.Pencabulan pada
dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu.
KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam
KUHP perbuatan cabul diatur dalam jpada Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292,
Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296 KUHP, sedangkan dalam
undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak tertuang
pada Pasal 82nya. Adapun isi ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai
tindak pidana pencabulan akan dijelaskan dibawah ini dengan kategorinya
sebagai berikut:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Rumusan
perbuatan ini terdapat dalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan
sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada
dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan
dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan tahun”.

2. Perbuatan cabul dengan orang pingsan. Terdapat dalam Pasal 290 ayat
(1) KUHP yang menyatakan bahwa “dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamnya tujuh tahun:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang
diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.” Pasal ini
sejatinya ialah sama dengan Pasal 290 KUHP, yang menurut definisi
pasal ini telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang
diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

3. Perbuatan cabul dengan orang yang belum berusia 15 tahun. Hal ini
terdapat dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP yang menytaakan bahwa:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
a) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang,
padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak
berdaya.
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b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang
sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa
umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau
umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk
dikawin.”

4. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli. Berkaitan
dengan perbuatan membujuk orang yang belum 15 tahun, hal ini pada
dasarnya telah diatur dalam pasal 290 ayat (3) yang rumusannya
sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

a) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang,
padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak
berdaya.

b) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang
padahal diketahuinya atau sepatutnya diduganya, bahwa
umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak
jelas, yang bersngkutan belum waktunya untuk dikawin.

c) Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau
patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima
belas tahun, .atau /kalau umurnya tidak jelas yang
bersangkutan = belum waktunya untuk dikawin, untuk
melakukan atau membiarkan’dilakukan padanya perbuatan
cabul.”

5. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis.
Rumusan ini dapat dijumpai pada ketentuan pasal 292 KUHP yang
menyatakan bahwa:

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang
yang belum dewasa, yang sejenis' kelamin dengan dia, yang
diketahuinya atau patut_ disangkanya belum dewasa dihukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.”

6. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul.
Jenis perbuatan cabul ini diatur dalam pasal 193 KUHP yang
menyatakan bahwa:

a) Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi
uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang
timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan
sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat
kelakuanya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya
dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau
membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, di hukum
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

b) Penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang
yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.

c) Tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini
lamanya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”
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7. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan
orang tua atau yang mempunyai hubungan. Ketentuan jenin pencabulan
ini diatur dalam pasal 294 KUHP yang rumusannya menyatakan bahwa:

a) “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya,
anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya,
yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa
yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya
diserahkan kepadanya atau pun dengan bujangnya atau
bawahannya yang belum dewasa, di ancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.”

b) Diancam dengan pidana yang sama:

1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang
yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau
diserahkan padanya.

2) Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau
pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan
Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit
gila, lembaga social, yang melakukan perbuatan cabul
dengan orang yang dimasukan kedalamnya.Pada kasus
“pelecehan seksual” yang selalu diributkan terutama
antara. ‘atasan dengan bawahan pada hakikatnya
dilindungi dengan pasal ini.”

8. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul. Hal ini termuat
dan diatur dalampasal 295 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

a) “Dihukum:

1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun
barangsiapa dengan @ sengaja menyebabkan atau
memudahkan anaknya,  anak tirinya atau anak
piaraanya, - anak 'yang dibawah pengawasannya
semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya
supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau
bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah
umur yakni semua orang tersebut itu melakukan
perbuatan cabul dengan orang lain.

2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau
memudahkan dalam hal di luar yang di sebut pada butir
1 orangyang dibawah umur, yang diketahui atau patut
dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan
perbuatan cabul dengan orang lain.

b) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan
pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah
sepertiganya.”

Jadi secara teoritis terdapat persamaan dalam hal pengaturan tindak
pidana pencabulan sejenis yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun secara praktek kedua
aturan tersebut memiliki konsep perlindungan korban yang berbedadan
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dirasa cukup untuk mengakomodir kepentingan anak dari korban pencabulan
sejenis.

Kemudian pada tahun 2012, terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan tujuan terbitnya
undang-undang ini adalah:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;

2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;

3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan

5. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Terkait perbuatan cabul termasuk pada jenis tindak pidana kekerasan.
Jenis ini tercantum pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

. Tindak Pidana Perbuatan Cabul dari Hukum Pidana Islam

Adapun secara bahasa menurut hukum Islam “pencabulan” berasal dari
kata yang berarti:(Munawwir Ahmad Warson, 1997)

1. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan;

2. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa;

3. Sesat, kufur; dan

4. Berzina.

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau
perbuatan keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium,
meraba buah dada wanita, meraba alat kelamin wanita atau laki-laki dan lain
sebagainya(Agustanti Rosalia Dika, 2020). Sedangkan secara istilah
pencabulan atau perbuatan mencabuli ialah perbuatan yang keluar dari jalan
yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan dosa,mesum, kufur
dan sesat serta mengarah pada perbuatan zina. Hukum pidana Islam sendiri
pada mulanya tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini karena
setiap perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan
kelamin dinamakan atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan
pengertian pencabulan memiliki makna tersendiri yang berbeda dengan zina.

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu zanaa-yaznizinaa-an yang
berarti atal mar-ata min ghairi ,aqdin syar‘iiyin aw milkin, artinya
menyetubuhi wanita tanpa didahului akad nikah menurut syara“ atau
disebabkan wanitanya budak belian. Ulama madzhab Hanafi mendefinisika
bahwa zina adalah perbuatan lelaki yang menyetubuhi wanita di dalam kubul
tanpa ada milik dan menyerupai milik. Sedangkan ulama madzhab syafi“i
mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke farji yang haram
tanpa syubhat yang secara naluri mengundang syahwat Ulama Syafi“iyah
mendefinisikan.(Muhammad Ahsin Sakho, n.d.) Terkait hal ini, Dalam Hukum
I[slam tindak pidana pencabulan merupakan jarimah ta“zir, karena dalam hal
ini jarimah pencabulan tidak diatur didalam al-Quran dan al-Hadis
sebagaimana jarimah had. Dalam hal ini jarimah pencabulan merupakan
jarimah ta“zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan
kerusakan akhlak.

Dalam hal ini, mendekati zina pun dihukumi haram. Sebagaimana
firman Allah SWT: (Q.S.: al-Isra’a/17: 32):
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Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu
perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S: al-Isra’a/17:32).

Dengan kata lain, kategori setiap perbuatan yang dianggap maksiat
tersebut oleh syariat dijatuhi hukuman ta’zir. Untuk mengenali seperti apa
hukuman ta’zir pada kejahatan pencabulan, maka dibawah ini akan terdapat
pemaparan oleh penulis satu persatu dari berbagai macam hukuman ta’zir,
sebagai berikut:(Hanafi, 1990)

1. Hukuman Mati Pada dasarnya menurut Syari“at Islam hukuman ta,zir
adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan.
Oleh karena demikian maka dalam hukuman ta,zir tidak boleh ada
pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi
Sebagian besar fugaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum
tersebut, yaitu dibolehkannya hukuman mati jika kepentingan umum
menghendaki demikian karena tidak bisa terlaksana kecuali dengan
jalan membunuhnya. Contoh: diperbolehkannya hukuman mati sebagai
ta,zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang
dari ajaran alqur“an dan al-hadist.

2. Hukuman Dera, adalah  Hukuman yang pokok dalam Syariat Islam,
sehingga dalam jarimah-jarimahh hudud sudah ada ditentukan jumlah
deranya, contoh: seratus kali dera untuk zina dan delapan puluh kali
dera untuk gadzaf, sedangkan untuk-jarimah-jarimah ta’zir tidak
ditentukan jumlah deranya, hal ini karena .untuk jarimahjarimah ta’zir
dapat diterapkan bahkan jarimah ta’zir yang berbahaya hukuman dera
lebih diutamakan. Adapun sebab lebih diutamakan hukuman dera
adalah:

a) Keberhasilan dalam menumpas orang-otang penjahat yang
biasa melakukan jarimabh.

b) Ada dua batas'dalam hukuman dera, yaitu batas paling atas
dan batas paling rendah dimana seorang hakim bisa memilih
jumlah dera yang terletak diantara keduanya yang lebih
sesuai dengan keadaan si pelaku.

c) Dalam segi pembiayaan untuk pelaksanaannya tidak
membebani keuangan negara dan tanpa menghentikan daya
usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar,
sebab hukuman dera bisa dilaksanakan seketika dan sesudah
itu pembuat bisa bebas.

d) Dengan hukuman dera pelaku juga dapat terhindar dari
akibat buruk penjara.

3. Hukuman Kawalan Dalam syari“at Islam hukuman kawalan di bagi
menjadi menjadi 2 macam yaitu hukuman kawalan terbatas dan
hukuman kawalan tidak terbatas (dilihat dari segi waktu)(Al-Maliki
Abdurrahman, 2002).

4. Hukuman Pengasingan merupakan salah satu jenis ta,zir. Dalam
jarimah zina ghairu muhsan, Imam abu hanifah menganggapnya
sebagai hukuman ta’zir, tetapi imam-imam yang lain memandangnya
sebagai hukuman hadd. Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini
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akan diterapkan apabila perbuatan pelaku jarimah dikhawatirkan

dapat berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus

diasingkan untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh buruk tersebut.

5. Hukuman Salib Hukuman salib untuk jarimah ta'zir tidak diiringi atau
didahului dengan hukuman hadd, melainkan terhukum disalib dalam
keadaan hidup. Seorang terhukum tidak dilarang untuk makan, minum,
wudhu, dan melakukan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak
diperbolehkan lebih dari tiga hari. Salah satu kisah yang menceritakan
penerapan hukuman jenis ini ialah oleh Nabi Muhammad sendiri
sebagai ta'zir di suatu pegunungan Abu Nab.

6. Hukuman Pengucilan (al-Hajr) Hukuman pengucilan ini dikenakan
terhadap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.
Rasulullah SAW pernah mnerapkan hukuman ini Terhadap tiga orang
yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu, Mirarah ibn Rubai“ah,
Ka“ab ibn Malik ,dan Hilal ibn Umayyah, mereka dikucilkan selama lima
hari tanpa diajak bicara(Rahmat Hakim, 2000).

Setiap ummat Islam dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan
cabul. Al-Qur“an dan sunnah secara tegas menjelaskan hokum bagi pelaku zina
baik yang masih gadis atau bujang belum menikah (ghairu muhsan) yakni
didera seratus kali. Sementara bagipelaku zina yang sudah menikah (muhsan)
dikenakan sanksi rajam. Rajam secara ‘bahasa berarti melempari batu,
sedangkan menurut istilah; rajam adalah melempari dengan batu pada pezina
muhsan sampai menemui ajalnya. Dasar hukum'didera atau cambuk adalah
firman Allah dalam surah: Al-Nur ayat 2 yang berbunyi:

4.\.1\)3\ @\)l\)\qu;\ajs_u\)u@_mmumh‘yj eshuu@m)@umm u\e.us

O3t Ay a5 S8 Stial 5 Lagaiie alla (s a3l

Terjemahan: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzma, maka

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas

kasihan kepada keduanya mencegah kamu-untuk (menjalankan) agama Allah,

jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang
yang beriman"(Madjrie Fauzan Al-Anshari Abdurrahman, 2002).

Hukuman bagi pelaku zina atau berbuat cabul yang masih gadis atau
bujang adalah berupa jilid atau cambuk atau dera atau sebat sebanyak 100
(seratus) kali dan hukuman pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan hukuman
terhadap pelaku zina muhsan atau muhsanah, yaitu orang yang telah
melakukan perkawinan adalah hukuman rajam. Hadis riwayat Abu Daud dari
Jabir bin Abdullah, bahwa ada seorang laki-laki berzina dengan seorang
perempuan, lalu Oleh Nabi SAW diperintahkan kepada laki laki itu untuk
didera sebagai hukumannya. Tetapi kemudian ia diberitahu bahwa laki laki
tersebut adalah muhsan (sudah kawin) maka diperintahkan untuk dirajam,
lalu iapun dirajam(Zuhdi, 1997).

Sanski Hukum Tindak Pidana Cabul Dalam Hukum Islam Sesuai Digunakan
Dalam Hukum Pidana Indonesia

Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilarang oleh syarak disebut
dengan jarimah, sedangkan hukumannya disebut dengan ‘uqubah. Menurut hukum
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pidana Islam percobaan melakukan zina tidak boleh dihukum dengan had zina,
yaitu seratus kali jilid atau rajam. Percobaan pencurian tidak boleh dihukum
dengan had pencurian, yaitu potong tangan. Demikian juga, percobaan melakukan
pembunuhan, tidak boleh dihukum dengan hukuman mati. Oleh karena itu dalam
hal ini pencabulan dapat dikategorikan sebagai jarimah percobaan zina dan tidak
boleh dihukum had zina, maka dari itu hukuman untuk jarimah percobaan adalah
hukuman takzir.(HM Sahid, 2015)

Dalam al Qur’an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan
seksual. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh
seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh
karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam QS. al Isra’ ayat
32:

sl ot Anald 81 5588 Y
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan
dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama kecuali perbedaan
hukumnya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan
oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, selama
persetubuhan tersebut berada diluan kerangka pernikahan, hal itu dianggap
sebagai perbuatan melawan_  hukum. Juga“ /tidak akan mengurangi nilai
kepidanaannya walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka.
Meskipun tidak ada yang dirugikan, zina tetap dipandang sebagai perbuatan
tercela dan zina diharamkan dalam segala keadaan.(Rahmat Hakim, 2000)

Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan pandangan hukum positif
yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap
sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa
dirugikan. Karena menyandarkan suatu perbuatan' sebagai tindak pidana hanya
karena akibat kerugian semata, hukum positif mengalami kesulitan membuktikan,
siapa yang merugi dalam kasus seperti ini. Sebagai salah satu jarimah kesusilaan,
sangat sulit dibuktikan unsur kerugiannya apalagi kalau dilakukan dengan
kerelaan kedua belah pihak.

Sanksi atau hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘uqubah. Kata 'uqubah
menurut bahasa berasal dari kata ‘agaba yang berarti menggiringnya dan datang
di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian
istilah, kata tersebut diambil dari kata ‘aqibun yang berarti membalas sesuai
dengan apa yang dilakukannya.(Muslich Ahmad Wardi, 2004)

Dalam hukum Islam mendasarkan rumusan pemidanaan pada aspek dasar,
yaitu ganti rugi (retribusi), penjeraan (deterrence) dan perbaikan (reformative).
Dalam Hukum Islam hukuman berfungsi sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan
yang melanggar hukum tertentu, dari sanksi itulah orang menjadi jera untuk
mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum selain itu dengan adanya sanksi
diharapkan dapat memperbaiki pelaku tindak pidana dan dapat menjadi pencegah
orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum.(Santoso
Topo, 2001) Pada prinsipnya setiap manusia menghendaki adanya sikap perilaku
yang baik antar sesama. Masalah perzinaan tidak hanya menyangkut hubungan
antar manusia.
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Dalam suatu tindak pidana unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak
pidana. Dalam Hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari jinayah
tersebut adalah:(A. Djazuli, 2000)

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai
ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas.

2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah, baik melakukan
perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

3. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami
taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat
dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Ta’zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa
(maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’. Definisi tersebut
mengandung arti bahwa setiap perbuatan maksiat yang tidak dapat dikenai sanksi
hudud (termasuk di dalamnya qishash) atau kaffarah dikualifikasikan sebagai
jarimah ta’zir. Para ulama’ figh sepakat bahwa yang dimaksud dengan perbuatan
maksiat adalah meninggalkan kewajiban dan melakukan hal-hal yang
dilarang.(Mubarok Jaih, 2004)

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsa) didasarkan pada
al-quran QS. al Nur ayat 2, yakni: N~ L . L
o 3358 Y i 2585 1 ) SR om ag il Y 38 e A yaagdity ¢ 950 5 G 3
Gita3all (2 el gl gagiie
Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman
kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Pemberian hukuman rajam adalah balasan bagi pelaku yang telah
mendapatkan kesempatan dari‘Allah SWT untuk.merasakan hubungan seks yang
sah melalui ikatan pernikahan, namun ternyata mengingkari nikmat yang telah
diberikan. Allah SWT telah memberikan keleluasaan untuk memilih cara lain yaitu
dengan poligami. Walaupun tidak dianjurkan, bila dibandingkan dengan berzina,
cara terakhir ini masih dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait hukum pidana islam di Indonesia ini hanya di terapkan di Nanggroe
Aceh Darussalam. Provinsi Aceh merupakan daerah yang menerapkan syari’at
Islam dalam pelaksanaan tatanan kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan syari’at
Islam diatur secara legal dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (bidang agama, adat, pendidikan dan peran
ulama dalam penetapan kebijakan daerah), yang diperkuat dengan UU No. 18
tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Dinas Syari’at Islam Aceh, 2015).(Nurbaiti, 2019)

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut
sebagai provinsi Aceh melahirkan harapan dan membuka peluang untuk
tumbuhnya kreatifitas, diskresi dan kebebasan bagi pemerintah provinsi dan
Kabupaten/kota serta masyarakat Aceh pada umumnya untuk menemukan
kembali identutas diri dan membangun wilayahnya. Kekhusususan Aceh di bidang
hukum dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Syari’at Islam yang kemudian didukung dari beberapa perang
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lembaga di Aceh, yakni Dinas Syari’at Sllam Mahkamah Syari’at Walaytul Hisbah
pejabat yang berwenang majelis Pemusyawarahan Ulama, dan Instrumen Hukum
berupa Qanun. Pelaksanaan syariat islam di Aceh terjadi karena adanya tuntutan
masyarakat aceh yang menjunjung tinggi ajaran islam yang kemudian dalam
pelaksanaannya diatu dalam Qanun-Qanun yang berisi tentang aturan kehidupan
masyarakat Aceh yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum islam meski
tidak secara menyeluruh.(Anggraini Wike, 2019)

Dalam hal pemberlakuan hukum pidana islam di Indonesia agar tersendat
dengan berkuasanya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang mana
melahirkan beberapa peraturan-peraturan yang mengikat pemerintahan
Indonesia saat ini. Tetapi pada tahun 1991 pemerintahan Indoensia
memberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 1 tahun 1991.

Hukuman cambuk yang berlaku di Aceh memberikan warna tersendiri
dalam tatanan kehidupan masyarakatnya. Pemberlakuan hukuman cambuk
dimaknai dengan cara yang beragam. Ada sebagian masyarakat yang cenderung
tidak ingin menyaksikan secara langsung proses eksekusi hukuman cambuk
karena akan mengingatkannya jika hukuman cambuk tersebut terjadi pada dirinya
atau keluarganya. Masyarakat mengharapkan adanya keadilan dalam penegakan
hukum terhadap pelanggar syari’at islam.. Berdasarkan informasi, terkadang
terjadi ketidakadilan dalam proses penegakan hukuman bagi pelanggar syari’at
[slam. Masyarakat menilai -bahwa dalam penerapan Qanun jinayat ini ada
kecenderungan penegakan hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas,
sehingga masyarakat merasa bahwa ada ketidakadilan dalam proses pelaksanaan
hukuman.

Untuk hukum pidana islam yang menurut asas legalitas dikategorikan
sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara
konstutusional sebagai hukum dan masih terus berlaku menurut pasal II aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.(Marzuki, n.d.) Namun demikian, ketentuan
dasar tersebut belum ditindaklanjuti dengan instrument hukum untuk masuk ke
dalam wujud instrument asas legalitas. Dan kalau di lihat pada di Indonesia
sekarang, ada beberapa agama dianut oleh warga negara Indoensia walaupun
disini mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam, maka untuk
pemberlakuan hukum pidana islam di Indonesia secara keseluruhan tidak dapat
diberlakukan karena didasarkan masyarakat Indonesia menganut beberapa agama
selain agama islam seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghuchu. Dan juga
pemberlakuan hukum islam di Indonesia agak tersendat dengan berkuasanya
pemerintahan colonial Belanda di Indonesia. Karena Pemerintahan Belanda
berusaha menekan umat Islam dengan menghambat pemberlakuan hukum Islam
secara resmi dengan dibuatnya aturan-aturan yang sangat merugikan umat Islam.

Ada perbedaan yang mendasar antara definisi zina dalam hukum positif di
Indonesia (KUHP) dan hukum Islam. Hukum Islam menganggap setiap hubungan
badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik
pelakunya sudah menikah maupun belum menikah. Sedangkan dihukum positif di
Indonesia tidak mengangap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina.
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Kesimpulan

Perbandingan tindak pidana perbuatan cabul pada hukum pidana Indonesia
dan hukum pidana Islam terdapat pada pemberian sanksi kepada pelaku. Pada
pasal 289 “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan
memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya
perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman
penjara selama-lamanya sembilan tahun”. Sedangkan pada hukum pidana Islam
setiap ummar Islam dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan cabul. Al
Qur'an dan Sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik yang
masih gadis atau bujang belum menikah (ghairu muhsan) yakni didera seratus kali.
Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah (muhsan) dikenakan sanksi
rajam. Rajam secara bahasa berarti melempati batu, sedangkan menurut istilah
rajam adalah melempari dengan batu pada pezina muhsan sampai menemui
ajalnya.

Sanksi hukum pidana Islam yang menurut asas legalutas dikategorikan
sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara
konstutisional sebagai hukum dan masih terus berlaku menurut Pasal I aturan
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, ketentuan dasar tersebut
belum ditindaklanjuti dengan instrument hukum untuk masuk ke dalam wujud
instrument asas legalitas. Dan kalau'dilihat pada di Indonesia sekarang, ada
beberapa agama dianur oleh warga negara Indonesia walaupun disini mayoritas
masyarakat Indonesia beragama Islam, maka untuk pemberlakuan hukum pidana
Islam di Indonesia secara keseluruhan tidak dapat diberlakukan karena
didasarkan masyarakat Indenesia menganur beberapa agama selain agama islam
seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Dan juga pemberlakuan hukum
islam di Indonesia agak tersendat dengan berkuasanya pemerintahan colonial
Belanda di Indonesia. Karena Pemerintahan Belanda berusaha menekan umat
Islam dengan menghambat pemberlakuan hukum Islam secara resmi dengan
dibuatnya aturan-aturan yang sangat merugikan umat Islam.
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